BUPATI GORONTALO UTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR |7 TAHUN 2011
“ TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BIAU
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang L& bahwa dengan perkembangan dan kemajuan  Dacro:

~ Mengingat

Kabupaten Gorontalo }Jtara_, dan adanya aspirasi veny
berkembang dalam :masyarakat. serta memperhatikis
kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka
diperlukan upaya peningkatan penyvelenggarad;
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelavani:
publik guna mempercepat terwujudnya  kesepahiceri
masyarakat ;

b. bahwa dengan mempcrhalxik:m']jum!nh pendudulk. i
wilayah, dan jumlah desa, serta denein
mempertimbangkan volume kerja dibidang pemenmntania
pembangunan’js dan pelayanan kemasvarakaian
Kecamatan Tc;)ij,nggula, maka untuk mendekatkan  doe
meningkatkar‘i};.‘ pelayanan yang ditujukan  untuk
kesejahteraan‘-__ .r'nasyarakét,. Kecamatan Tolinggula ditai
dan-dimeka_rklsi_ln‘ dengan membentuk kecamatan baru !

c. bahwa berda§-farkan pertimbangan scbagaimana dimaksu
pada huruf;'a'; _dan-'huruf b, maka perlu membentu
Peraturan Daera'h tentang pembentukan Kecamatan B

Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Undang-Undang Nomor 38  Tahun 2000 tentan:
Pembentukan Prdpinsi Gorontalo Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambaha

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;-



10.

“ Uridarig—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha

Daerah (Lembaran Negaya Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhy
dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan:
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negao
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga

Keuangan antara. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacri
(Lembaran Negara Republik Thdonesia Tahun 3004 Nemgr 12
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
Undang—Undarié Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentuke
Kabupaten Gg;ff;)_ﬁtalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembara
Negara Republik Indonesia .Tlahun 2007 Nomor 13, Tambahao
Lemb%lslran Negafa“ Republik Indonesia Nomor 4687 |
Undang-Undan;g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk:
Peraturan Perpri.dang—Undangan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega:
Republik Indones:ia N-omor_SQ” B

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Lembaran Negara Republik Ihdonﬁgsia Tahun 2005 Nomor 15
Tambaban Lerﬁbaraﬁ Negara Republik Indonesia Nomor 4587 | |
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomati
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan }’c-rﬁc-rinll;lr
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:
Nomor 4593 ) ; ' '
Peraturan Pemerintah® Nomor 38 Tahun 2007 Le‘m:n:‘
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pcmerinta!
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Dacral
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahu:
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara [\’l.‘]’;Lli')ll'
Indonesia Nomor 4737) ; '
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisa
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2007 Nomor 89, Tambahan Lemi;arzim Negara Republi
Indonesia Nomor 4741) ; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008  tentan

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200



10. Peratli_ran Pe_h{cfintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tajr;ﬁb'ahanl Lemibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826) ; 5 . | .
11. Surat Rekome:nd-a'rsi Gubernur Gorontalo Nomes
138.2/Pem/416/X1/2011.
Dengan .Perset‘u_.juan BCI‘S‘dI‘I‘Vla
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALOY [ITARA
dan |
: BUPATI GORONTALCG UTARA, i
MEMUTUSKAN : '

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH = KABUPATEN GORONTALDY  trPap
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN Dial Raptipano
GORONTALO UTARA.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, vang dimaksud dongan
. 1. Daerah adalah Daeranh Kabupalen Goronaio Uiana,

2. Pemerintahan Daerah adalah | penveleneearaan
pemerintahan oleh Pemerintah D;'{}:Z‘I';:i? dan DPRD
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsio
seluas-luasnya dalam sistem darn peinsip Negars Ros
chubiik Indonesia Scbiﬁselil! a4 ditidemsog Geatn
Undang Dasar Negara Republik indonesia tahnn s

3. Pemerintah Daerah - adalah Kepnl;

.p'erangkat daerah sebaga: unsur penvelenggurs

% daerah. .

4. Kepala Daerah adalan Blgpa'i,i Guroniasio Uiar e

Pejabat Perangkat Daerah adalah kepala  Lemhags oo

o

Pemerintah Daerah yang bertanggung - iawab  Lepada Keond
Daerah dan membantu Kepala Dacraby daiam penvelongue o
Pemerintahan yang terdin dar Sckrotaris Daceabhic @i K% i
DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badai. hepaia bt

Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat {aoer:h
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Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Perature:
Bupati adalah Peraturan yang ditétapkan oleh Kepala Décr;.

sebagai pelaksanaan dan Peraturan Daerah yang bersif
mengatur dan mengikat secara umum.

Kecamatan adalah wilayah ..crja Camat scbagai perangka
daerah Kabupaien/Kota. i

Pembentukan Kecamatan adalah pcgambelzrian status pada wi:lelyai';
tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten/Kota.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan - pemerintahan diwilayah kerja kecamatan ,\'e}:ns
dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahes
kewenangan Ipemerintahan Bupati/Walikota untuk menangan
sebagian urusan otonomi da~rah, dan menyelenggarakan tuga:.
umum pemerintahan. ' '
Kecamatan dibentuk diwilayah  Kabupaten/Kota  denga:

Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB il ..
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Y : - - - o .
Dengan Peraturan Daerah in' dibentuk Kecamatan Biau dalan:

wilayah Kabupaten Gorontalo Uta;’a.

. Pasal 3

Kecamatan Biau ‘:berasal dari sebagian wilayah Kecamatz

Tolinggula - yang te;rd'ix%i atas cakupan wilayah :

o p

oI - N

Desa Biau;

Desa Omuto;

Desa Luhuto;

Desa Windu;

Desa Topi;

Desa Semb‘ihi_ngan;

Desa Didingga;



h. Desa Bualo;.

1.

\J°

Desa Potanga;
Desa Bohulo.

'Pasal ‘4

Dengan dibentuknya Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksir

dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Tolinggula dikurangi denga

wilaiyah Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1)

(3)

(4)

" Bagian Kedua
* Batas Wilayah -

Pasal 5

Kecamatan Biéﬁf;fnelnpunyaj batas-batas wilayah :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi ;

b. sebelah Tlmur berbataéan-_ dengan Kecamatan Sumalata ;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo ;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan T olinggula.
Batas wilayafi § sebgga’ixﬂana dimaksud pada ayat (1]
digambarkan dalarn peta -.wilayah yang merupakan bagia
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Cakupan wilayah sebagairriana zE‘_f dimaksud dalam Pasal
digambarkan dalam peta uirilayéh, yang merupakan l'“'iiél)';'il-
Kecamatan Biau sebagaimana tercantum  dalam lampire
Peraturan Daerah ini. “

Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( |
dan wilayah yang terdapat ;da_lam batas-batas '}Lertsuln
digambarkan dalam peta wilayagh, yang merupakan 1; wilay:
Kecamatan Biau sebégaimana %tercamum dalam [z-lmbir;— |
Peraturan Daerah ini ‘merupakan bagian tidak :tcrpis;if_rhkm
dari Peraturan Daerah ini. : :‘
Penentuan batas wilayah Keca?matan Biau dan Kecamat:
Tolinggula secara paéti dilapangan, sebagaimana dimaks:. |

pada ayat (1), ditetapkan dengaf_i Peraturan Kepala Daerah.



- Pasal 6

Dengan te_rbcntuquly;a__' Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksu
dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, scbagaimana dimaksu
dalam Pasal 3, Pemcrintah Daerah menetapkan tata ruan

Kecamatan Biau, seéua_i dfepgan:peraturan perundang-undangan.
Bégizin Ketiga
Pusat Pemerintahan
Paéaﬁ 7
Pusat Pemerintahan Kecamaian Biau berkedudukan di Dcs:%\ Biau.

BAB 1II
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Biau, dibentuk  Pemerintah:

Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Biau
diangkat seorang Pelaksana Tugas Camat, sesuair denga
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat meniperolech pelimpah:n
sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangan

sebagian urusan pemerintahan daerah.

Pasal =10

Susunan organisasi perangkat Wilayah ditetapkan berdasark:u

peraturan perundang-undangan.



BAB: IV
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatea
Biau, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnvi
menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahai
kepada Pemerintah Kecamatan Biau, scsual dengan peratura
perundang-undahgan yang melipﬁti:

a. pegawal / Aparat Kecamatan yang  karena  jabatann
diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Biau ;

b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tid:i
bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan ole
Pemerintah  Kecamatan Biau vyang berada didalan
Kecamatan Tolinggula ; -

c. perlengkapan kantor, E'arsip, dokumen, dan perpustakaa
yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Biau.

(2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengatur
penyerahan seba_gaimana dimaksud pada avat (1), sclambin
lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitun:

sejak diresmikannyé Kecamatan Biau.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Biaya yang Umbu] akibat pembentukan Kecamatan Biai,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibcbankan  pad.
swadaya masyarakét, usaha ps itia yang sah, sumbangan da-
pihak ketiga.

(2) Untuk kelan}:a:iran penyelenggaraan pemerintahai;,
pembangunan dan pembinaan kemasyaraka.tan, terhitung sejalb:
diresmikannya - pembentukan Kecamatan Biau, secgal
pcmbiajlraan yarig diperlukan dianggarkan pada Anggarai
Pendapatan dan';B!é.lanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 13

‘' Pada saat berlakuniya Peraturan Daerah ini, semua ketentua
v\ ; -
dalam peraturan perundang-un” ngan yang berkaitan denga

Kecamatan Biau disesuaikan dengan Peraturan Dacrah ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan scbagai pelaksana
Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

R |

. "!Pasal 15,
Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang.mengetahuinya, memerintahkan pengundang:
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar:

Daerah Ka'_bupaten; .:(_':}i}jlrontalo Utara.

- Ditetapkan di Kwandang
' pada tanggal 29 OESEMBER ()|

BU'PATI GORONTAXO U'I‘QRA, [

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 24 Pesem@eR 2011

SEKRETARIS DAE UPATEN GORONTALO UTARA,

. =

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTA" UTARA TAHUN 2011 N()M(,)R V7



'PENJELASAN
- ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
Nomoii“l? ‘TAHUN 2011
{ TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BIAU
KABUPATEN GORONTALO UTARA

UMUM :

Kabupaten Gorontalo Utara pada iifr'}umnya dan  Kecamatar
Tolinggula pada khusushya, meskipun telah me‘,ﬁunjukkan kemajuan dalarn
penyelenggaraan pemerintahan, pélaksanaaﬁ pembengunan, dan pvm'hin T
kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai d{r!”l
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi dan kcbutuha;.
pada masa mendatang. | :

Kemajuan Kabupaten  Gorontalo Utara pada umumnya  dan
Kecamatan Biau pada khususnya, telah menuﬁjukkan perkembangan yang
pesat, khususnya dibidang pelaksai'laan pembangunan dan pcnirjigkataz
Jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bert.ambahmfd beban lugas “dai
volume kerja dalam penyelenggaraan pemermtdhan, pembangunan, - darn
pembinaan kemasyarakatan. Oleh karcna itu, sangat diperlukan adany:
peningkatan  dibidang pemerintahén, pembangunan  dar. }')Cn'lbi:nnz-n
kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kescjahteraar
masyarakat diwilayah Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau.

Berdasarkan hal tersebut diatas dén memperhatikan  aspiras
masyarakat  yang berkerhbang dan  sejalan  dengan kebutuha
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyaraka
maka dari sebagian wilayah Kecamatan ’I‘olihggula perlu dibéntuk sé:u
Kecamatan lagi yaitu Kecamatén Biau.

Selanjﬁtnya sejalan, dengan jiwa dan semangat yang terkanduii
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun: 2004 tentang Pcréimbn'ngs:
Keuangan antara Pemerintah Pusat ddn Pemerintahan Dacrah, kemauan
gagasan pembentukan Ketamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara telas
membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakil:
Rakyat Daerah Kabupaten Goronta]o Utara untuk merespon aspirasi gagasi
atau kemauan, masyarakat agar dapat, lcbih meningkatkan daya guna  de

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, d:



H.

.

141
pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan perah akti'
masyarakat. E | :

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas mak:
Pemerintah Daerah dengan persemjﬁan DPRD Kabupaten Gorontalo Utar
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bia

Kabupaten Gorontalo Utara.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2 :
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
- Cukup jelas
 Ayat’ {3) .
Lampiran Peta cakupan wilayah vdigamba‘r'kan dengan skala 1 :25.00.
Ayat (4) | 2 |
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Tolinggul:
dan Kecamatan Biau ditetapkan dengan Peraturan Kepala .D?]Cl‘il’:
setelah mempertimbangkan usul Camat Tolinggula dan Penjabat Camif
Biau atas hasil penelitian, . pengukuran, dan
Pasal 6 | | |

Dalam  rangka pengefﬁbaﬁgan Kabupaten  Gerontalo ‘U,Lam pad

pematokan dila_pungan.'

]

]

umumnya dan Keca:ﬁatan Tolinggula pada khususnya, gun
perencanaan dalam pela’}%:iginaan penyelenggaraan pemerintahan ser!
pembangunan dimasa 1__ﬁ¢ndatang dan untuk pengembangan saran .
serta prasarana pemerii_if:ahan dan pembangunan, diperlukan adany
kesatuan pcrenCémaan pcmbangunan Untuk itu tata ruang wilay:
Kecamatan Biau harus béna.r-bcnar serasi dan terpadu }')(—:n_vu‘;ulnémn‘- |

3
s



"
dalam satu kesatuan sistim rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Gorontalo Utara. | :

Pasal 7
Yang dimaksud dengan Desa Biau sebagai Pusat Pemerintahan Kecamalta;
Biau adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Biau.

Pasal 8
. Cukup jelas

Pasal 9 %

Cukup jelas ; ;

Pasal 10 |
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Biau serta untuk mencapar day
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintaha
pembangunan, dan pembinaar. kemasyarakatan, digunakan pegaw:
tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilita
pelayanaan umum yang ada. : -

Dalam rangka tertlb adrmmstram diperlukan tindakan hukur
berupa penyerahan c;a.n- Pemerintah Kecamatan Tolinggula kepad
Pemerintah Kecamataj'};';Biau, yang dilaksanakan oleh Pemerinti
Daerah. : e - |

Berkenaan dengan pengatura.n penyerahan tersebut, Pﬁ'lnff-l"_iﬂld!
Daerah dengan dlbantu secara  bersama-sama oleh Pemerim.=
Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau membuat dan menyusu

daftar inventaris.

Ayat (2) | ‘ :
Yang dimaksud dengan sejak diresr:hikannya‘ Kecamatan;‘ adals
terhitung sejak dilantiknya Pejabat Kecamatan Biau, Pclantik:
Pejabat Kecamatan Biau didahului dengan pf,reqmldn pembentuk:
Kecamatan Biau, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang d]turuuk

Pasal 12 '

Ayat (1) ‘ : ‘

| Yang dimaksud dengan pembiaya.jm adalah biaya ‘untuk
pembangunan gcdung perkantoran rumah dinaé perl(-rig;kapew
kantor, sarana meubel, dan sarana moblhtas serta bilaya nporawm (]
bagi kelancaran penyelenggaran = pemerintahan,  pelaksar

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

| Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABU_PATEN GORONTALO UTARA NOMOR WV,
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